SOAL

Kasus  pemberian kredit sindikasi oleh Bank ”Bulan, Bank ”Matahari” dan Bank ”Bintang” kepada PT. Dinar Sejahtera  : 

Pada 8 Januari 2011, Bank “Bulan”, atas kesepakatan bersama dengan 2 bank lainnya yaitu Bank “Matahari” dan Bank “Bintang”, bertindak sebagai “lead manager” dan “agent bank” dalam kredit sindikasi sebesar Rp 500 milyar yang diberikan kepada PT “Dinar Sejahtera” yang berdomisili di Kendari yang bergerak dalam bisnis tambang alumunium. Bank “Bulan” menyediakan fasilitas kredit sebesar Rp300 milyar, sementara Bank “Matahari” dan Bank “Bintang” masing-masing memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100 milyar. Kredit sindikasi ini berjangka waktu 2 tahun dan dalam perjanjian ditegaskan bahwa kontrak tersebut dibuat berdasarkan hukum Indonesia.

Saat ini, Aguustus 2007, Bank “Bintang” baru mengetahui bahwa informasi yang dimuat dalam dokumen kredit sindikasi tersebut tidak akurat, antara lain tidak memuat klausula tentang “events of default” yaitu kondisi-kondisi tertentu dimana debitur dapat dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya sehingga bank dapat melakukan tindakan tertentu untuk segera menyelamatkan kredit tersebut. Namun sebagai informasi, dalam perjanjian kredit ini terdapat klausula umum penyelesaian kewajiban oleh debitur.

Sementara itu berdasarkan analisis, tampaknya prospek bisnis alumunium agak menurun akhir-akhir ini berhubung dengan persaingan yang ketat dari negara lain pelaku bisnis yang sama. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada kinerja PT “Dinar Sejahtera” yang menghadapi kesulitan keuangan sehingga meskipun perusahaan ini masih membayar kewajiban bunga, namun kewajiban pokoknya belum dapat diangsur. PT “Dinar Sejahtera”  bahkan tampaknya mengalami masalah serius sehingga berpotensi untuk ditutup/dilikuidasi apabila kinerjanya tidak segera membaik. 

Melihat kondisi ini, bank-bank yang turut serta dalam sindikasi mengharapkan agar Bank “Bulan” segera meminta PT “Dinar Sejahtera” untuk segera melunasi kredit sindikasi ini terlebih Bank “Matahari” sudah mengetahui bahwa pembayaran kewajiban PT Dinar Sejahtera tersebut sudah mulai bermasalah. Bahkan berdasarkan analisis atas kinerjanya, Bank “Matahari” mengkategorikan kualitas kredit sindikasi ini sebagai “Diragukan” yang berbeda dengan Bank “Bulan” [“Lancar”] dan Bank “Bintang” [“Dalam Perhatian Khusus”]   

Khawatir bahwa kualitas kredit tersebut akan terus memburuk sehingga berdampak pada  penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang harus dibentuk dan modal bank, maka Bank “Matahari” telah meminta advis kepada pengacara dari sebuah kantor konsultan hukum yang terkenal untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu terkait dengan penyelesaian kredit dari PT “Dinar Sejahtera” tersebut. 

Dalam kaitan ini, Bank “Matahari” mengemukakan bahwa mereka tidak pernah turut serta dalam penyusunan perjanjian kredit sindikasi tersebut dan bergantung sepenuhnya pada informasi yang disampaikan serta pengalaman Bank “Bulan” dalam penyusunan perjanjian kredit sindikasi. Selanjutnya dari hasil analisa sementara Saudara, bahkan ada indikasi kesengajaan dari petugas kredit Bank “Bulan” yaitu Sdr. Rano untuk tidak mencantumkan klausula events of default di atas karena memenuhi permintaan dari PT “Dinar Sejahtera” dengan menerima imbalan.  

Berikan Legal Opini Saudara terhadap permasalahan di bawah ini :

1. Apakah pemberian kredit sindikasi  yang diterbitkan oleh khususnya oleh Bank “Bulan” kepada  PT. Dinar Sejahtera telah memenuhi  prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat (antara lain syarat pemberian kredit, jaminan kredit dan perjanjian kredit) ? 

2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh bank-bank yang turut dalam perjanjian sindikasi PT. Dinar Sejahtera untuk mengatasi kredit sindikasi yang berada dalam kondisi diragukan atau  perhatian khusus tersebut termasuk pula termasuk terhadap  dugaan tindak pidana yang dilakukan Sdr. Rano dalam proses penyusunan perjanjian kredit sesuai dari aspek hukum perbankan  dan hukum positif lainnya ?

3. Bagaimana analisis rasio kredit bermasalah (non performing loans-NPLs) Bank Bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang kualitas aktiva bank umum apabila  per Juni 2007, Bank ”Bulan” memiliki data kredit sebesar Rp2 triliun yang terdiri atas kredit Rp400 milyar [“Lancar”]; Rp 1.250 milyar [“Dalam Perhatian Khusus”; Rp 200 milyar [“Kurang Lancar”]; Rp100 milyar [“Diragukan”] dan Rp50 milyar [“Macet”] ?

4. Terhadap kondisi tersebut tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan oleh manajemen Bank “Bulan” agar kinerja bank tidak terganggu dan lebih khusus lagi agar bank tidak ditempatkan dalam pengawasan khusus (special surveillance) oleh Bank Indonesia.

LEGAL OPINI ”Kasus Kredit Sindikasi”
A. 
PENDAHULUAN 

Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem  keuangan setiap  negara. Kelembagaan  perbankan  di Indonesia  di atur dalam  Undang-undang No.  10 Tahun  1998 jo Undang Undang No. 7 tahun 1992 dan Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  Perbankan menurut  ketentuan pasal 1 ayat 1  U.U. Perbankan  adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang  bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan usaha, serta cara dan proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Melalui kegiatan  perkreditan dan  berbagai jasa  yang diberikan, bank  melayani kebutuhan  pembiayaan  serta melancarkan  mekanisme sistem  pembayaran bagi  semua sektor perekonomian. Fungsi utama dari perbankan adalah  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi intermediarinya, salah satu usaha  Bank adalah  memberikan atau menyalurkan kredit kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan usahanya tersebut, bank harus  memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Dalam pemberian kredit kadangkala yang dibiayai adalah proyek investasi besar, dimana pembiayaan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh satu bank. Dalam kondisi yang demikian, pembiayaan dilakukan oleh lebih dari satu lembaga pembiayaan atau bank. Kredit yang demikian dikenal dengan kredit sindikasi  (syndicated loan). Pembiayaan secara sindikasi merupakan upaya bank untuk menyebar resiko dalam pemberian kredit.  Oleh karenanya, pemberian kredit sindikasi merupakan  salah satu teknik pembiayaan  dalam usaha menjaga pelampauan BMPK serta dalam rangka sharing risk. Dalam kegiatan perbankan, kredit sindikasi atau loan syndication adalah kredit yang diberikan  oleh dua atau lebih bank dengan persyaratan  tersendiri kepada pihak ketiga, yang dilaksanakan dengan cara menunjuk seorang manajer atau kelompok dari co manager bank-bank terlibat.

Kredit  sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950, dan  evolusinya di Pasar  Modal London  terjadi pada tahun 1960. Sementara itu perkembangan kredit sindikasi di Indonesia  tergolong cukup lamban yang disebabkan karena kalangan perbankan belum menyadari  sepenuhnya  bahwa kredit sindikasi merupakan suatu kebutuhan yang menyatu  dengan strategi  usaha pengembangan bisnis dan  juga disebabkan kurangnya  ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

B. KASUS POSISI
Bahwa telah terjadi kasus pemberian kredit sindikasi oleh Bank ”Bulan, Bank ”Matahari” dan Bank ”Bintang” kepada PT. Dinar Sejahtera, sebagai berikut : 

· Pada 8 Januari 2007, Bank “Bulan”, atas kesepakatan bersama dengan 2 bank lainnya yaitu Bank “Matahari” dan Bank “Bintang”, bertindak sebagai “lead manager” dan “agent bank” dalam kredit sindikasi sebesar Rp 500 milyar yang diberikan kepada PT “Dinar Sejahtera” yang berdomisili di Kendari yang bergerak dalam bisnis tambang alumunium. 

· Bank “Bulan” menyediakan fasilitas kredit sebesar Rp300 milyar, sementara Bank “Matahari” dan Bank “Bintang” masing-masing memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100 milyar. 

· Kredit sindikasi ini berjangka waktu 2 tahun dan dalam perjanjian ditegaskan bahwa kontrak tersebut dibuat berdasarkan hukum Indonesia.

· Bulan Agustus  2007, Bank “Bintang” baru mengetahui bahwa informasi yang dimuat dalam dokumen kredit sindikasi tersebut tidak akurat, antara lain tidak memuat klausula tentang “events of default” yaitu kondisi-kondisi tertentu dimana debitur dapat dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya sehingga bank dapat melakukan tindakan tertentu untuk segera menyelamatkan kredit tersebut. 

· Namun sebagai informasi, dalam perjanjian kredit ini terdapat klausula umum penyelesaian kewajiban oleh debitur.

· Sementara itu berdasarkan analisis, tampaknya prospek bisnis alumunium agak menurun akhir-akhir ini berhubung dengan persaingan yang ketat dari negara lain pelaku bisnis yang sama. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada kinerja PT “Dinar Sejahtera” yang menghadapi kesulitan keuangan sehingga meskipun perusahaan ini masih membayar kewajiban bunga, namun kewajiban pokoknya belum dapat diangsur. PT “Dinar Sejahtera”  bahkan tampaknya mengalami masalah serius sehingga berpotensi untuk ditutup/dilikuidasi apabila kinerjanya tidak segera membaik. 

· Melihat kondisi ini, bank-bank yang turut serta dalam sindikasi mengharapkan agar Bank “Bulan” segera meminta PT “Dinar Sejahtera” untuk segera melunasi kredit sindikasi ini terlebih Bank “Matahari” sudah mengetahui bahwa pembayaran kewajiban PT Dinar Sejahtera tersebut sudah mulai bermasalah. Bahkan berdasarkan analisis atas kinerjanya, Bank “Matahari” mengkategorikan kualitas kredit sindikasi ini sebagai “Diragukan” yang berbeda dengan Bank “Bulan” [“Lancar”] dan Bank “Bintang” [“Dalam Perhatian Khusus”]   

· Khawatir bahwa kualitas kredit tersebut akan terus memburuk sehingga berdampak pada  penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang harus dibentuk dan modal bank, maka Bank “Matahari” telah meminta advis kepada pengacara dari sebuah kantor konsultan hukum yang terkenal untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu terkait dengan penyelesaian kredit dari PT “Dinar Sejahtera” tersebut. 

· Dalam kaitan ini, Bank “Matahari” mengemukakan bahwa mereka tidak pernah turut serta dalam penyusunan perjanjian kredit sindikasi tersebut dan bergantung sepenuhnya pada informasi yang disampaikan serta pengalaman Bank “Bulan” dalam penyusunan perjanjian kredit sindikasi. 
· Selanjutnya dari hasil analisa sementara bahwa ada indikasi kesengajaan dari petugas kredit Bank “Bulan” yaitu Sdr. Rano untuk tidak mencantumkan klausula events of default di atas karena memenuhi permintaan dari PT “Dinar Sejahtera” dengan menerima imbalan.  

C.
PERMASALAHAN
1. Apakah pemberian kredit sindikasi  yang diterbitkan oleh khususnya oleh Bank “Bulan” kepada  PT. Dinar Sejahtera telah memenuhi  prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat (antara lain syarat pemberian kredit, jaminan kredit dan perjanjian kredit) ? 

2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh bank-bank yang turut dalam perjanjian sindikasi PT. Dinar Sejahtera untuk mengatasi kredit sindikasi yang berada dalam kondisi diragukan atau  perhatian khusus tersebut termasuk pula termasuk terhadap  dugaan tindak pidana yang dilakukan Sdr. Rano dalam proses penyusunan perjanjian kredit sesuai dari aspek hukum perbankan  dan hukum positif lainnya ?

3. Bagaimana analisis rasio kredit bermasalah (non performing loans-NPLs) Bank Bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang kualitas aktiva bank umum apabila  per Juni 2007, Bank ”Bulan” memiliki data kredit sebesar Rp2 triliun yang terdiri atas kredit Rp400 milyar [“Lancar”]; Rp 1.250 milyar [“Dalam Perhatian Khusus”; Rp 200 milyar [“Kurang Lancar”]; Rp100 milyar [“Diragukan”] dan Rp50 milyar [“Macet”] ?

4. Terhadap kondisi tersebut tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan oleh manajemen Bank “Bulan” agar kinerja bank tidak terganggu dan lebih khusus lagi agar bank tidak ditempatkan dalam pengawasan khusus (special surveillance) oleh Bank Indonesia.

D.
DASAR HUKUM
1. Undang-undang No.  10 Tahun  1998 jo Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973

4. Surat Keputusan  Direksi Bank Indonesia  No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993  
5. Edaran Bank Indonesia No. 31/1/IPPB tanggal 12 November 1998 tentang kualitas kredit.

6. Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank no. 6/9/PBI/2004.
E.
PENGERTIAN DASAR
Dalam pemberian kredit kadangkala yang dibiayai adalah proyek investasi besar, dimana pembiayaan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh satu bank. Sehingga pembiayaan dilakukan oleh lebih dari satu lembaga pembiayaan atau bank, yang demikian dikenal dengan kredit sindikasi (syndicated loan).
Dalam kegiatan perbankan, kredit sindikasi atau loan syndication adalah kredit yang diberikan  oleh dua atau lebih bank dengan persyaratan  tersendiri kepada pihak ketiga, yang dilaksanakan dengan cara menunjuk seorang manajer atau kelompok dari co manager bank-bank terlibat. Kredit sindikasi  merupakan kredit yang melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi yang diberikan  syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi, dengan menggunakan satu dokumentasi kredit dan diadministrasikan  oleh satu agen  yang sama bagi  semua bank peserta sindikasi. Dengan demikian  kredit sindikasi merupakan suatu pola pembiayaan  yang dilakukan oleh bank-bank  atau lembaga keuangan secara bersama-sama atas suatu objek fasilitas kredit,  baik kredit modal kerja  maupun kredit investasi  dengan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Stanley Hurn dalam bukunya Syndicated Loan (A Handbook For Banker and  Borrower) memberikan definisi kredit sindikasi,  “A syndicated Loan is loan made by two or more lending institutions, on similar terms and condotions, using common documentation and  administered by a common agent (Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, Cet. II, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997, halaman 2.)

Pada awalnya pengaturan yang ada mengenai kredit sindikasi  adalah dalam  Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan  bahwa Bank Indonesia mengatur tentang pembiayaan  yang dilakukan bersama-sama antar bank pemerintah yang dikenal dengan istilah konsorsium. Kredit Sindikasi mulai berkembang sejak dikeluarkannya  Pakto 88, dimana ditetapkan BMPK  untuk debitur perorangan  dan 50 % untuk debitur group dihitung dari modal sendiri bank.  Kemudian dengan  Surat Keputusan  Direksi Bank Indonesia  No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993  merupakan momentum kredit sindikasi, dimana  BMPK diperketat menjadi 20 % baik untuk debitur perorangan maupun debitur group diiringi dengan  keringan dalam  perhitungan rasio kesehatan bankTerdapat empat unsur penting dari suatu Kredit Sindikasi, yaitu : a) Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi; b) Kredit sindikasi adalah kredit kredit yang diberikan  berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta indikasi. Hal ini diwujudkan dengan hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dengan semua bank  peserta sindikasi; c) Hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank  peserta sindikasi secara bersama-sama; d) Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh suatu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

Suatu kredit sindikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. 
Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit. Kredit  Sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta sindikasi kredit. Berdasarkan jumlah pesertanya, Kredit Sindikasi dapat dibagai dua, yaitu pertama,  Club Loan adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja, dengan pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota club banks itu sama besarnya, sekalipun tidak  harus demikian dan kedua, Consortium Lending adalah kredit yang diberikan oleh  lebih banyak bank yang tidak mungkin diberikan  dalam bentuk  club transaction atau club deal.
2.
Besarnya jumlah kredit. Kredit sindikasi merupakan  suatu  teknik bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Hal ini karena kredit yang diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan bank terbentur pada legal lending limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan terbatasnya likuiditas bank.

3.
Jangka Waktu. Pada umumnya  kredit sindikasi  berjangka waktu menengah (medium-term) atau berjangka waktu panjang (long-term) atau berkisar antara 1 tahun s/d 5 tahun.

4.
Bunga. Pada kredit sindikasi, pada umumnya yang digunakan adalah bunga mengambang (floating rate), yaitu penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada dipasar uang (money market rate);

5.
Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah. Dalam Kredit Sindikasi, kredit diberikan oleh beberapa bank, dimana masing-masing bank memiliki tingkat suku bunga sendiri. Daalam hal ini ditetapkan satu tingkat suku bunga yang dilakukan dengan cara menggunakan weighted average interest rate calculation methode.

6.
Tanggung jawab berbagi. Fasilitas Kredit Sindikasi merupakan suatu totalitas dan bukannya suatu kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral. sehingga tangung jawab yang ada merupakan tanggung jawab  sebatas  jumlah kredit yang diberikannya dan bukan tanggung jawab tanggung renteng.

7.
Dokumentasi kredit. Dokumentasi kredit merupakan ciri penting dari Kredit Sindikasi karena dokumentasi kredit merupakan  dasar bagi administrasi kredit sindikasi selama jangka waktu kredit. Untuk itu ditunjuk satu bank diantara peserta sindikasi sebagai agen bank yang bertindak selaku kuasa dari bank-bank peserta sindikasi.

8.
Publisitas. Adanya keharusan untuk mempublikasikan Kredit  Sindikasi. 

Sindikasi kredit terbentuk karena diusahakan untuk terbentuk oleh suatu lembaga yang pada umumnya berbentuk bank yang disebut arranger yang kemudian menjadi anggota sindikasi yang setelah ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi menjadi lenders bagi penerima kredit. Dalam pembentukan kredit sindikasi, peran utama berada pada lead manager, yaitu salah satu bank diantara arrangers yang bertugas atau berperan  sebagai lead manager dan biasanya adalah bank yang menjadi bank utama dari calon penerima kredit. Lead manager lalu membentuk sindikasi dengan bank-bank lain, tapi dapat juga membentuk managing group yang sekaligus dapat memberikan underwriting commitment, yaitu persetujuan  secara prinsip  untuk bersedia  memberikan sebagian besar atau kadang seluruh dana yang diperlukan oleh calon penerima kredit.

Sebelum  membentuk sindikasi, Lead manager harus menyampaikan  offer  kepada calon penerima kredit dan penerima kredit memberikan acceptance atas offer tersebut. Setelah itu untuk membentuk sindikasi Lead manager harus memperoleh mandate (mandat) dari calon penerima kredit untuk mengorganisasikan  bank-bank sindikasi. Mandate adalah  kewenangan yang diberikan oleh  calon penerima kredit kepada arranger (lead manager atau managing group) untuk membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit. Offer document memuat keterangan mengenai jumlah kredit, besarnya bunga kredit, jangka waktu kredit, mata uang dari kredit yang diberikan, dan ketentuan lain atas dasar mana lead manager mengorganisasikan sindikasi bank untuk memberikan kredit pada calon penerima kredit.

Setelah memperoleh mandate, lead manager mempersiapkan dua dokumen, yaitu 1)  dokumen information memorandum, yaitu dokumen yang memuat  rincian pinjaman, informasi mengenai kondisi finansial dan profile business dari calon penerima kredit;  dan  2) dokumen Perjanjian Kredit Sindikasi yang merupakan perjanjian antara  sindikasi dan penerima kredit dan antara bank-bank sindikasi itu sendiri.

selanjutnya dilakukan penunjukan agen bank, yaitu  kuasa dari bank-bank para anggota atau peserta sindikasi. Sehingga  bank-bank peserta sindikasi akan mentransfer dana bagi calon penerima kredit ke rekening khusus yang ditatausahakan oleh agen bank dan kemudian agen bank  akan mentransfer seluruh dana kepada penerima kredit  dengan jumlah sesuai perjanjian. Tugas agen tidak berhenti sampai disitu saja. Agen mempunyai kewajiban untuk melakukan administratif dan melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit.

Akhirnya dilakukanlah penadatangan Perjanjian Kredit Sindikasi, yang merupakan  dokumen penting yang menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan kredit sindikasi dan merupakan bukti adanya perikatan antara pihak-pihak dalam perjanjian sindikasi. Selanjutnya  dilakukanlah pengumuman mengenai  terbentuknya sindikasi kredit tersebut, yang disebut disclosure atau publicity.  Tujuan publisitas ini adalah  untuk memastikan bahwa mengenai pinjaman tersebut tidak sampai disajikan secara salah oleh  press dan komentar dari press selama proses sindikasi berlangsung menguntungkan atau setidak-tidaknya tidak sampai merugikan.
F.
ANALISA  HUKUM (hubungan kausalitas)

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit yang Sehat 

a. Mengenai Syarat- Syarat Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit sindikasi kepada PT. Dinar Sejahtera, ternyata Bank ”Bulan” sebagai agen  atau arranger telah tidak menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.  Seharusnya Bank ”Bulan” dalam memberikan kredit sindikasi kepada PT. Dinar Sejahtera  melakukan penelitian mendalam  mengenai kondisi usaha PT. Dinar Sejahtera, dimana  berdasarkan analisis  yang dilakukan kemudian oleh Bank ”Matahari” ternyata diketemukan fakta bahwa prospek bisnis biji timah agak menurun dan mengakibatkan PT. Dinar Sejahtera yang menghadapi kesulitan keuangan dan berpotensi untuk ditutup/dilikuidasi apabila kinerjanya tidak segera membaik.  Dengan demikian menunjukan bahwa dalam pemberian kredit sindikasi kepada PT. Dinar Sejahtera, Bank ”Bulan” sebagai  agen  atau  arranger dan juga Bank ”Matahari”, dan Bank ”Bintang” telah tidak menerapkan syarat-syarat pemberian kredit. 
Padahal dalam pemberian kredit, bank wajib menerapkan dengan jelas dan tegas  prinsip-prinsip kehati-hatian yang meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti,  Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit, Bandung : Alfabeta,  2004, halaman  43-44).

1. Kebijaksanaan Pokok Perkreditan (KPP), yang memuat : a) sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan  dokumentasi kredit; b) sistem dan prosedur kredit yang harus mendapat perhatian khusus dan pencadangan kredit yang diklasifikasikan; c) sistem  dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapus bukuan (write-off) kredit macet; d) tata cara  penyelesaian barang-barang agunan kredit yang dikuasai oleh bank.

2. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit (PPPK), yang di dalamnya menetapkan : a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (LLL)  dan jumlah modal bank; b) tata cara penyediaan kredit yang akan konsorsiumkan, disindikasikan, dan risk-sharing dengan bank-bank lain; dan c)  persyaratan kredit (bunga, jenis kredit, anguran dan agunan).

3. Sektor ekonomi, segmentasi pasar, kegiatan usaha  dan debitor berisiko tinggi.

4. Kredit yang perlu dihindari, yaitu a) kredit untuk tujuan spekulasi/ perjudian/terlarang lainnya;  b) kredit untuk usaha namun tanpa informasi keuangan; c) kredit untuk usaha yang memerlukan  keahlian khusus, namun bank tidak  memilikinya; dan d) kredit usaha yang telah bermasalah.

5. Tata cara penilaian suatu kredit. Bank harus menerapkan  sistem dan prosedur penilaian kualitas  atas kolektibilitas krdit sesuai dengan  lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/1/IPPB tanggal 12 November 1998 tentang kualitas kredit,  yang terbagi menjadi : a) Kredit Lancar (L); b) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK); c) Kredit Kurang Lancar (KL); d) Kredit Diragukan; dan e) Kredit  Macet (M).

6. Profesionalisme dan  integritas pejabat, dimana pejabat perkreditan harus memenuhi persyaratan : a) memiliki  managerial  dan technical skill perbankan; b)  mentaati   moral dan etika perkreditan, profesional, jujur, dan memahami  ketentuan perkreditan; c) memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi; dan d) selalu berupaya meningkatkan mutu pengetahuan perbankan dan pengetahuan terkait lainnya;.

Selain itu dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan  serta kehati-hatian. Tidak kembalinya kredit, secara tidak langsung  mengancam kelangsungan  hidup bank itu sendiri. Apalagi dana yang digunakan oleh bank untuk pemberian kredit berasal dari dana simpanan masyarakat (giro, deposito, tabungan, dll). Oleh karenanya dalam pemberian kredit harus memenuhi asas-asas/persyaratan-persyaratan pemberian kredit bank secara sehat, yaitu :

1. Prinsip  5 ”C. Merupakan pertimbangan dalam pemberian kredit yang didasarkan atas kemampuan dan  kesanggupan  nasabah untuk membayar utangnya. 

a. Character (Watak), adalah “tabiat  serta kemamuan  si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan”. Dalam hal ini karakter yang diteliti ialah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga. Titik tolak bank dalam penilitian ini ditujukan  pada masalah kejujuran dan itikad baik dari debitur. 

b. Capacity (kemampuan). Adalah merupakan kesanggupan  si pemohon untuk mengembalikan  pinjaman dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam hal ini bank  harus menilai kemampuan  debitur untuk mengelola usaha yang akan di dibiayai dengan kredit yang meliputi penelitian terhadap : a) Pengalaman dalam bidang usaha (business) yang dihubungkan dengan pendidikan  pemohon; b) Penyesuaian diri di bidang bisnis dengan kondisi perekonomian  atau ketentuan peraturan pemerintah; c) Penyesuaian dengan perkembangan kemajuan teknologi.

c. Capital (modal). Penyelidikan terhadap modal si pemohon tidak  hanya ditinjau dari segi besar kecilnya yang ditanam tetapi bagaimana penyebaran pembagian  di dalam alat-alat produksi, cukupkah modal yang tersedia sehingga seluruh sumber bergerak secara  efektif. Hal ini  karena yang dibiayai oleh bank  biasanya kekurangan modal yang dialami debitor. 
d. Collateral (jaminan). Demi keamanan pelunasan  kredit, nasabah  diharuskan untuk menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan baik  berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang merupakan jaminan pokok. Disamping itu, bank juga meminta jaminan tambahan yang berupa borogtoch (jaminan pribadi) baik yang berupa personal guarantee maupun yang berupa  corporate guarantee. Besarnya jaminan sekurang-kurangnya sebesar  kredit yang diberikan.  Keberadaan jaminan kredit merupakan  salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali dan merupakan suatu keharusan.
e. Condition of economi (prospek). Prospek disini maksudnya adalah  menyangkut kondisi ekonomi yang menyangkut objek yang akan  dibiayai oleh kredit itu. 

2. Prinsip 5 ”P”  yang meliputi  :
a. Party  (golongan).  Dalam hal ini calon peminjam digolongkan  ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity,  dan  capital-nya dengan jalan penilaian atas 3 “C” tersebut.
b. Purpose (tujuan). Adalah tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah tujuan sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek social yang positif dan luas atau tidak. Selanjutnya bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula.
c. Payment (sumber pembayaran). Hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan  yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan  dan kekuatan  debitur untuk membayar kembali kreditnya dan sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian utangnya.
d. Profitability (kemampuan untuk mendapat  keuntungan).  Yang dimaksud  dengan  Profitability  di sini bukanlah keuntungan yang mungkin dicapai oleh debitur, melainkan  juga dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai bank andaikan kredit diberikan kepada debitor tertentu di bandingkan kepada debitor lainnya atau tidak memberi kredit sama-sekali.
e. Protection (Perlindungan). Proteksi ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu menjaga  kredit yang diberikan, dengan cara  meminta collateral/jaminan dari debitornya maupun dengan mengasuransinkan kredit dan jaminanannya.
3. Prinsip 3 ”R”, yang meliputi : 

a. Return  (hasil yang dicapai).  Maksudnya adalah penilain atas hasil yang akan  dicapai oleh perusahaan debitor setelah dibantu oleh kredit bank. Apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan memungkinkan perusahaan untuk berkembang. Atau  dapat diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank  apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. Repayment (pembayaran kembali).  Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamanannya sesuai dengan kemampaun membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi diakhir periode.
c. Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung risiko). Dalam hal ini  bank harus menilai sampai seberapa jauh perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata  terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemampuan menanggung risiko tidak hanya  bagi perusahaan peminjam, tetapi juga bagi bank dengan cara  meminta jaminan atau agunan dari debitor.

Selain itu perlu dilakukan penyidikan dan analisis bank terhadap kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi yang diterima dari nasabah untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat. Untuk itu harus dilakukan  penyidikan dan analisis kredit yang meliputi penelitian terhadap : 

1. Penelitian terhadap realisasi-realisasi usaha.  Dalam hal ini dilakukan  penelitian terhadap data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam minimal 3 bulan terakhir, hendaknya dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. 

2. Penelitian terhadap rencana usaha. Rencana-rencana aktivitas usaha  minimal 6 bulan mendatang, perlu mendapat penelaahan yang seksama. Dilakukan dengan membandingkannya   dengan perkembangan pada bulan bulan sebelumnya (rate of growth) baik dalam nilai maupun dalam kuantum. 
3. Penelitian dan penilaian barang-barang jaminan tambahan. Harus jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang barang tersebut (khusus atas tanah dan bangunan atau barang barang /alat alat besar dalam status sewa beli). Petugas kredit hendaknya mengadakan penilaian secara wajar dan benar. Apabila perlu dapat dengan bantuan dari pihak-pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan seperti kantor pertanahan atau juru taksir dari kantor pegadaian. 
4. Penelitian pendahuluan atas laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan financial statement yang diterima dari nasabah (neraca dan daftar rugi/laba beserta lampiran-lampirannya) harus mendapat perhatian mengenai kebenaran dan kewajarannya. Pemeriksaan angka-angka dalam jumlah-jumlah aktiva dan pasiva neraca, saldo-saldo persedian menurut neraca dan daftar lampirannya.
5. Analisis kebutuhan modal kerja. Untuk usul-usul kredit modal kerja, harus dilakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain :  a) menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas activity ratio`s dari angka angka neraca dan daftar rugi/laba yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk; b) menggunakan pendekatan-pendekatan berupa cash flow projection.  

6. Analisis kebutuhan investasi. Harus dilakukan analisis kebutuhan investasi yang berupa : a) Perhitungan dan perincian secara cermat atas investasi yang diperlukan antara lain ialah jenis barang yang akan dibeli, dibangun atau direhabilitasi, harga satuan dan jumlah harga yang didasarkan atas surat penawaran dari pihak ketiga, saham, sero (share) pembiayaan nasabah petugas kredit atas kewajaran dan kebenaran data-data yang diterima dari nasabah dan lain sebagainya; b) Cash flow projection adalah mutlak harus disampaikan karena pendekatan ini mnerupakan cara yang cocok, baik dalam menetapkan jadwal (schedule) pencairan kredit, maupun dalam mengukur jangka waktu, pemakaian kredit serta kemampuan pelunasannya.        

b. Jaminan Kredit 

Dalam kasus  kredit sindikasi PT. Dinar Sejahtera, tidak disebutkan agunan apa yang diberikan untuk menjamin pemenuhan pengembalian kredit sindikasi yang dikucurkan oleh Bank “Bulan”, Bank “Matahari”, dan Bank”Bintang”. Namun dalam perbankan keberadaan jaminan kredit sangatlah penting.

Jaminan kredit merupakan  penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Dalam hal ini, bank mengharapkan agar kredit yang diberikan kepada debitornya berjalan lancar sampai kredit tersebut dilunasi. Jaminan kredit  memiliki kegunaan : a ) untuk memberikan  hak dan kekuasana kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji; b) menjamin agar  debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga  kemungkinan untuk meninggalkan usahanya  atau proyeknya  dengan merugikan  diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah; dan c) memberikan dorongan kepada  debitor untuk  memenuhi janjinya  mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Untuk itu bank akan meminta kepada debitor meminta jaminan atas kredit yang dikucurkan, baik dalam  bentuk jaminan kebendaan, baik yang berwujud (tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan) maupun yang tidak berwujud (sertifikat  saham, obligasi, deposito, rekeninga tabungan/giro yang dibekukan, promes, wese, dan surat tagihan lainnya) dan jaminan perorangan (personal guarantee  maupun corporate guarantee). 

c. Perjanjian Kredit Sindikasi 

Dengan tidak dimasukan klausul mengenai  events of default atau defailt and cross devault dalam Perjanjian Kredit Sindikasi PT. Dinar Sejahtera,menunjukan bahwa  perjanjian kredit sindikasi yang dibuat oleh Bank “Bulan” sebagai arranger  atau agen sindikasi telah dengan tidak memenuhi ketentuan mengenai klausul-klausul yang harus termuat dalam suatu perjanjian sindikasi, Padahal suatu perjanjian kredit sindikasi harus memuat sekurang-kurangnya klausul-klausul, sebagai berikut : 

a. 
Jumlah Kredit dan self financing penerima kredit. Dalam kredit sindikasi, jumlah kredit yang diberikan oleh bank adalah  sebesar nilai project cost dikurangani self financing. Besarnya  self financing tidak sama untuk setiap debitur dan proyekdan berkisar 25 % s/d 50 %.  Faktor-faktor yang menentukan dalam menetapkan self financing adalah : a) Tingkat  kemampuan proyek atau nasabah untuk membayar bunga dari kredit sindikasi yang diberikan; b) Tingkat resiko kemacetan; c) Jumlah agunan  kredit; dan d)  Tingkat kepercayaan bank kepada penerima kredit;

b.
Jangka waktu kredit. Dalam perjanjian selalu ditentukan batas waktu pelunasan kredit, di mana bila dalam jangka waktu tersebut kredit tidak dilunasi maka penerima kredit berada dalam keadaan ingkar janji (in default). Tetapi kadangkala ada juga penentuan jadwal angsuran kredit, sehingga jika debitur  menunggak pembayaran angsuran kredit, sudah dapat di katakan in default.

c.
Mata uang  dari kredit dan angsurannya. Penyediaan dana dapat ditentukan oleh satu mata uang atau sejumlah mata uang (multicurrency Loan).  

d.
Tujuan penggunaan kredit. Penentuan klausul ini bertujuan  : untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak ilegal dan  apabila kredit digunakan untuk  tujuan perbuatan yang melanggar hukum/ilegal, maka sindikasi dapat mensyaratkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan ilegal tersebut.

e.
Penarikan kredit (drawdown). Perjanjian kredit sindikasi merupakan perjanjian multilateral, dengan salah satu bank sebagai agen bank yang mewakili semua anggota  sindikasi dalam kaitannya dengan penerima kredit. Oleh karenanya penarikan kredit dilakukan melalui agen bank, yaitu agen bank  yang menjadi perantara  dari bank-bank anggota sindikasi untuk melakukan pembayaran kepada penerima kredit dan menerima angsuran pembayaran  dari penerima kredit.

f.
Tingkat bunga. Penentuan tingkat suku bunga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dari biaya dana rata-rata yang harus dibayarkan oleh bank kepada para nasabah dananya. 

g.
Angsuran oleh penerima kredit. Untuk angsuran yang dilakukan oleh penerima kredit harus dilakukan melalui/dalam rekening khusus yang ditatausahakan oleh dan pada agen bank yang kemudian oleh agen bank dibagi-bagikan kepada masing-masing bank peserta sindikasi secara prorata sesuai dengan hak masing-masing bank sindikasi.

h.
Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (prepayment). Dalam perjanjian kredit sindikasi  berisi ketentuan bahwa kredit dibayar sekaligus di akhir jangka waktu perjanjian.  Jika kredit dilunasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka ditentukan premium atau penalti yang harus dibayar penerima kredit yang merupakan ganti rugi akibat kerugian yang dialami bank sebagai akibat prepayment.

i.
Tugas-tugas agent bank. Dalam perjanjian kredit sindikasi, peran agen cukup besar, oleh karena tugas-tugas yang menjadi kewajibannya selaku  agen harus dirinci secara tegas dan jelas. Diantara tugasnya tersebut antara lain adalah memastikan  bahwa semua syarat-syarat di dalam klausul conditions precedentterpenuhi dan untuk dari waktu ke waktu, agen bank melakukan pemantauan atas keadaan keuangan  penerima kredit dan dan memperingkatkan semua bank peserta sindikasi mengenai kemungkinan terjadinya default.

j.
Jaminan (indemnity) bagi agen bank. Pada bagian ini merupakan jaminan  bagi agen bank bahwa agen bank berhak membebankan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas sebagai agen bank dan membebankan biaya yang timbul kepada penerima kredit.

k.
Condition Precedent. Condition precedent atau syarat-syarat  tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit sebelum penerima kredit dapat menarik atau menggunakan dana dari kredit sindikasi atas dasar perjanjian kredit sindikasi. Condition precedent bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan, yang meliputi : 1) ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum timbulnya hak dari penerima kredit untuk menggunakan kredit itu; dan 2) ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap kali penerima kredit akan kembali melakukan kredit.

l.
Representations and warranties. Klausul representation dan warranties adalah merupakan klausul yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai fakta-fakta (calon) penerima kredit yang dipakai bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan  kredit dan memasuki perjanjian kredit yang bersangkutan. 

m.
Covenants. Adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam  suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu :

1. Affirmative Covenants,  berisi : a) keharusan untuk memelihara eksistensi perusahaan; b) keharusan bagi penerima kredit untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c) menyalurkan bisnis dari perusahaan penerima kredit  menurut cara-cara yang patut dan efisien, membuat dan memlihara pembukuan perusahaan dan mengizinkan  pembukuan itu untuk diaudit oleh pemberi kredit,  untuk membukukan dengan benar ke dalam pembukuan  perusahaan semua transaksi dari perusahaan itu; d) membayar  seluruh sewa, bunga kredit dan biaya-biaya lainnya dengan tepat pada waktunya dan mematuhi semua convenants yang mempengaruhi properti perusahaan; e) keharusan  untuk memberikan  agunan kredit yang cukup untuk menjamin keseluruhan jumlah kredit;  f) melakukan pendaftaran atas semua hak tanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; g) keharusan untuk mempertahankan harta kekayaan perusahaan; h) mengizinkan bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima kredit; i) mengizinkan dilakukan  audit  oleh pemberi kredit terhadap bangunan-bangunan milik perusahaan; j) menginformasikan  kepada pemberi kredit tentang adanya pangilan pengadilan  atau tindakan-tindakan hukum yang mempengaruhi properti perusahaan baik yang telah ada sekarang maupun yang masih akan ada dikemudian hari; k) keharusan untuk menuntup asuransi kerugian atas agunan kredit sampai jumlah yang cukup dibandingkan dengan  jumlah kredit yang diberikan; l) menginformasikan  kepada para pemberi kredit mengenai bisnis perusahaan penerima kredit dan memberikan kepada para pemberi kredit semua informasi yang diperlukan  oleh pemberi kredit; m) keharusan penerima kredit untuk menyampaikan laporan stock bahan baku dari hasil produksi; n) membayar semua kewajiban pembayaran yang telah  jatuh tempo berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh penerima kredit atau diwajibkan berdasarkan putusan-putusan  pengadilan.

2. Negatif Covenants,  yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan tanpa persetujuan pemberi kredit, yaitu : a) melakukan perubahan apapun yang bersangkutan dengan perusahaan selama kredit belum lunas; b) membeli saham atau asset dari perusahan lain, memberikan penjaminan (guarantees) atau kredit  atau menerima kredit atau uang muka kecuali kepada perusahaan-perusahaan anak; c) membuat perjanjian sewa beli (hire purchase) tanpa persetujuan bulat dari Direksi; d) memindahtangankan, menjual atau melepaskan dengan cara apa pun seluruh atau sebagian dari bisnis, penjaminan (undertaking), penyertaan (shareholding) dalam perusahaan-perusahaan anak, pemilikan atau penyewaan properti atau asset-asset perusahan, kecuali dalam rangka pembelian asset baru sebagaimana hal itu perlu dilakukan sehubungan dengan kegiatan perusahaan sebagaimana hal itu lazim dilakukan; e) meningkatkan fasilitas atau pensiun yang harus dibayarakan kepada para direktur atau mantan direktur di luar yang sudah dituangkan di dalam perjanjian antara perusahaan dengan mereka atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen yang tertulis; f) membayar deviden, melunasi modal kepada para pemegang saham kecuali sebagaimana telah ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan;

3. Financial Covenants, adalah convetant yang digunakan untuk memastikan bahwa penerima kredit  memenuhi kriteria-kriteria kinerja keuangan yang dasar, yaitu : a) debt and  equity ratio covenant, yaitu suatu rasio keuangan yang mensyaratkan bahwa pinjaman yang diperoleh oleh penerima kredit tidak boleh pada setiap waktu kapanpun juga melebihi suatu perkalian tertentu dari jumlah modal  (equity) yang terdiri dari modal saham dan akumulasi keuntungan atau cadangan; b) minimum net wort covenant, yaitu menghendaki bahwa nilai tangible assets dikurangi semua outstanding liabilities harus tetap berada di atas tingkat tertentu; c) current ratio covenant, yaitu rasio yang menghendaki penerima kredit memelihara rasio tertentu antara current assets dan current  liabilities di dalam neraca; d) minimum working capital covenant, yaitu covenant yang menghendaki agar penerima kredit menjaga supaya tingkat minimum dari liquit assetnya melebihi current liabilitiesnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan mendatang; e) debt service ratio covenant, yaitu rasio yang menentukan bahwa pembayaran bunga dan angsuran pinjaman tidak melebihi suatu rasio tertentu dari keuntungan tahunan perusahaan sebelum pajak dan bunga;

4. Financial Information Covenants, adalah covenant yang memungkinkan peserta sindikasi untuk memperoleh informasi keuangan dari penerima kredit bukan saja yang telah dipublikasikan tetapi juga informasi keuangan lainnya yang diperlukan oleh bank-bank peserta sindikasi yang menurut bank-bank tersebut dapat dijadikan alat pemantauan atas kinerja perusahaan penerima kredit.

5. Asset Disposal Covenants, yaitu adalah covenant yang melarang penerima kredit unruk memindahtangankan revenue generating assets dari perusahaan secara besar-besaran;.


6. Merger Control  Covenants, yaitu klausul yang melarang penerima kredit untuk melakukan merger dengan perusahaan korporasi lainnya tanpa persetujuan bank-bank  sindikasi;

7. Pari Passu Covenants yaitu covenant yang menjamin bahwa kewajiban-kewajiban penerima kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akan mmpunyai tingkatan yang sama dengan hak-hak dari kreditur-kreditur konkuren (unsecured creditors) lainnya;

n.
Sharing Clauses. Adalah klausul yang menetukan bahwa semua  pembayaran bunga dan pokok oleh penerima kredit harus dibayarkan hanya kepada agen bank  dan  agen bank akan  mendistribusikan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman yang diterimanya itu kepada masing-masing anggota sindikasi secara prorata menurut besarnya kredit yang diberikan oleh masing-masing anggota sindikasi.

o.
Default  and Cross Default. Pada dasarnya hak-hak dari debitur dan kreditur diatur dalam perjanjian. Demikian pula diatur klausula tentang bagaimana dan tindakan apa yang dapat dilakukan  jika debitur maupun kreditor ingkar janji.

p.
Choice of Law and Jurisdictio. Klausul yang berisi pilihan hukum apabila timbul sengketa antara para pihak yang terikat dalam perjanjian sindikasi. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan adalah : 1) kebebasan untuk memilih hukum yang diberlakukan; 2) kepastian dan harapan atas hasil yang didinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum; 3) kecanggihan dari sistem hukum yang dipilih; 4) bahasa; 5) forum litigasi; dan 6) pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang dipilih;

2. Tindakan Sdr. ”RANO ”  Yang secara Sengaja  dengan Menerima Imbalan Tidak Memasukan Klausula   Event of Default
Bank ”Bulan” sebagai agen atau arranger seharusnya memastikan bahwa kredit sindikasi yang dikucurkan  tidak akan menimbulkan masalah yang akan merugikan kesehatan bank-bank peserta sindikasi dan memastikan  bahwa  kedudukan dan hak-hak  bank-bank peserta sindikasi terlindungi. Karena sebagai arranger  atau agen, Bank ”Bulan mempunyai peran dan kewajiban. 
Oleh karenanya tindakan dari petugas kredit Bank “Bulan” yang secara sengaja  tidak memasukan klausul event of default  dalam Perjanjian sindikasi serta diperoleh indikasi adannya penerimaan imbalan dari pihak PT. Dinar Sejahtera merupakan suatu pelanggaran administrasi, dimana seorang  pejabat perkreditan harus a) memiliki  managerial  dan technical skill perbankan; b)  mentaati   moral dan etika perkreditan, profesional, jujur, dan memahami  ketentuan perkreditan; c) memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi; dan d) selalu berupaya meningkatkan mutu pengetahua yang menerima imbalan dari PT. Dinar Sejahtera agar tidak memasukan klausul event of default,  dapat dikatagorikan suatu  tindak pidana perbankan. Dan bagi bank “Bulan” dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Dalam Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo Undang Undang No. 10 tahun 1998, Pasal 49 ayat (2) dikatakan:

(2) 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank  yang dengan sengaja :

a.
meminta atau menerima, mengizinkan atau meyetujui  untuk menerima suau imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya , dalam rangak mendapatkan  atau berusaha  mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan  oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan  penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b.
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan  dalam Undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan  paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Selain itu perbuatan dari Sdr. “Rano” yang tidak memasukan klausul event of default  dalam perjanjian kredit sindikasi dan tindakan Bank “Bulan” yang tidak memberikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha PT. Dinar Sejahtera dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan  melawan hukum yang dilakukan  oleh seseorang yang telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan yang  menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.”

 Hal ini karena sebagai agen atau arranger seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada anggota sindikasi  menenai kondisi calon nasabah penerima kredit sindikasi dan mengambil segala tindakan  untuk mengamankan kredit sindikasi yang dikucurkan. Sehingga tindakan menghilangkan salah satu klausul penting dalam perjanjian sindikasi  dan tidak memberikan informasi yang benar mengenai keadaan usaha debitor sehingga dapat mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang harus dibentuk dan modal bank, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

3. Rasio kredit bermasalah PT. Bank bulan
Berdasarkan fakta kredit sindikasi, per Juni 2007 Bank “Bulan” memiliki data kredit sebesar Rp 2 triliun yang terdiri atas kredit Rp 400 milyar [“Lancar”]; Rp 1.250 milyar [“Dalam Perhatian Khusus” ]; Rp 200 milyar [“Kurang Lancar”]; Rp100 milyar [“Diragukan”] dan Rp50 milyar [“Macet”]

Berdasarkan  ketentuan Bank Indonesia yang teruang dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/1/IPPB tanggal 12 November 1998 tentang kualitas kredit, kulalitas kredit terbagi menjadi : a) Kredit Lancar (L); b) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK); c) Kredit Kurang Lancar (KL); d) Kredit Diragukan; dan e) Kredit  Macet (M).

Suatu kredit bank dikatakan bermasalah apabila  kredit berada dalam poisisi kurang lancar, diragukan,  dan kredit macet. Bedasarkan fakta di atas,  maka analisis rasio kredit bermasalah (non performing loans-NPLs) Bank ”Bulan” berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang kualitas aktiva bank umum adalah  mencapai  Rp. 350 miliar atau mencapai 17,5 %. Dengan demikian  berarti bank ”Bulan”  berada dalam kondisi bank kurang sehat karena NPL-nya lebih dari 15 %.

Berdasarkan  Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank no. 6/9/PBI/2004, Pasal 2,  dengan kondisi kredit bermasalah yang dimilkinya, Bank ”Bulan”berada dalam  Pengawasan Intensif (Intensive Supervision), yaitu bank yang memiliki potensi  kesulitan  yang dapat membahayakan kelangsungan  usahanya, yaitu bank yang memenuhi satu atau lebih  kriteria sebagai berikut :

3. memenuhi predikat kurang sehat dalam penilaian tingkat kesehatan  bank;

4. memiliki permasalahan aktual dan/atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan  risiko (composite risk);

5. terdapat pelampauan dan /atau pelanggaran BMPK dan menurut penilaian Bank Indonesia, langkah-langkah penyelesaian  yang diusulkan bank dinilai  tidak dapat diterima atau tidak mungkin di capai;

6. terdapat pelanggaran posisi devisa neto dan menuruy penilai Bank Indonesia, langkah-langkah penyelesaian  yang diusulkan bank dinilai  tidak dapat diterima atau tidak mungkin di capai;

7. memiliki rasio Giro wajib minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari  rasio yang ditetapkan  untuk Giro wajib minimum bank, namun bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;

8. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;

9. memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5 % dari total kredit.

F.
PENDAPAT HUKUM (penyelesaian masalah)
Dalam upaya  mengatasi kredit sindikasi PT. Dinar Sejahtera, upaya yang dapat dilakukan oleh  Bank ”Matahari” dan Bank ”Bintang”, mengingat  Bank ”Bulan” sebagai agen atau ararnger masih menganggap bahwa kualitas  kredit  PT. Dinar Sejahtera dalam katagori Lancar. Sedangkan menurut Bank ”Matahari”, kredit tersebut sudah  berada dalam kualitas ”diragukan” dan menurut Bank ”Bintang” dalam kualitas ”dalam perhatian khusus adalah sebagai berikut : 

1. mencabut kuasa yang diberikan kepada agen yang dalam hal ini adalah Bank ”Bulan” yang didasarkan atas alasan bahwa agen telah melakukan ingkar janji, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang ditentukan  dalam perjanjian kredit sindikasi yang merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya. Walaupun terdapat ketentuan bahwa kuasa yang diberikan kepada agen tidak dapat dicabut tanpa sepakat dari agen.

2. mengalihkan  atau menjual penyertaan  atau debt sale atau loan sale, yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh  sorang perserta sindikasi  untuk mngelaihkan bagian  dari penyertaannya dalam kredit sindikasi kepada  pihak ketiga baik pihak ketiga tersebut anggota maupun bukan anggota sindikasi.

3. melakukan rescheduling  utang debitor;

4. meminta kepada agen agar melakukan suatu perbuatan hukum berupa pernyataan bahwa debitor telah berada dalam keadaan default  dan  melakukan penjualan jaminan.

5. mengugat perdata  Bank ”Bulan” dan petugas kredit Bank ”Bulan” dengan perbuatan melawan hukum.

6. mengajukan tuntutan pidana kepada Sdr. ”Rano dan tuntutan pidana korporasi terhadap  Bank ”Bulan” 
7. Sedangkan tindakan Bank Bulan  agar kredit yang diberikan tidak membahayakan kesehatan bank, maka bank ”Bulan”harus melakukan tindakan sebagai berikut :

a. 
menempatkan  cadangan penghapusan aktiva produktif minimal sebagai berikut :  1) 0,5 % dari aktiva produktif/lancar; 2) 10 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan  nilai jaminan yang dikuasai bank; 3) 50 % dari aktiva yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai jaminan yang dikuasi bank; 4) 10 % dari aktiva kredit macet setelah dikurangi dengan nilai jaminan yang dikuasai bank.

2. Manajeman bank membuat  action plan   yang memuat langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi bank beserta  target waktu penyelesaiannya dan kemudian melaksanakan  action plan  tersebut dan melaporkannya secara berkala kepada Bank Indonesia;

3. melakukan penyelesaian kredit bermasalah yang meliputi :

a. Tindakan supervisi  yang meliputi tindakan supervisi tidak langsung, yaitu suatu tindaka yang dilakukan  oleh staf bank memberikan nasihat ke arah perbaikan kondisi perusahaan. Dan tindakan supervisi langsung, yaitu  dengan menempatkan  account officer  dalam rangka perbaikan perusahaan.

b. Tindakan penyelematan portofolio kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang dilakukan dengan cara penurunan suku bunga kredit, pengurangan tungkan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan asset debitor sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan kreditor.

c. Tindakan penyelesaian yang meliputi tindakan penagihan, penghapusbukuan, dan penyitaan jaminan untuk dijual lelang sebagai pelunasan kredit.
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